LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1996 SERID NO 9

a——_

—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah
berupa tata laksana di bidang pengairan Khususnya operasional
dan pemeliharaan jaringan irigasi, perlu adanya keikutsertaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA, maka agar
para petani mampu secara organisatoris. teknis danfinansial
melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun,
merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi
yang menjadi kewenangannya serta meningkatkan fungsi, peranan
dan status organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, perlu
adanya Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan
Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang
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_an Perkumpulan Petanj p,
Kepala Daerah .Tingkat I Ja\:g 4,
/ T "‘

utt 095
gan KePU' 1161971777 o otani Pemakai Air DHA ““’kanen@’f

Nomor crkumpu] - ¢

Jerah TINE™ - Air  DHA

petani emakls 2 RMA iy,

jlat ‘vﬂa\rah Kabupaten Daerah Tingkat H TA d‘
Se

. -Masi ' :
meL men 1, peratura’ Daerah; aw,,

an hal-hal tersebut di atas pey
u

an deng
Daerah. diam

gan P eraturall

13 Tahun 1950 tentang Pempe,

Undang Nomor
n dalam Lingkungan PTOpinsiJ
iy

Mengingal - ey daerah Kabupalt€

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokk
0

di Daerah (Lembaran Negara Republik Indope
bahan Lembaran Negara Repul:[s;

Undang -
Pemerintahan
Tahun 1974 Nomor 38. Tam

Indonesia Nomor 3037):

N

Undane - undang Nomor 11 Tahun 1974

2 S . tentang Penosi
](“Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974aN053§f}g
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) |

E.u

4. Undang - .
D:sa (ﬁeml;ﬁ:nngNNomor ; Ta:hun 1979 tentang Pemerintzhe
56, Tambahan Lembegam Repulik Indonesia Tahun 1979 Nom

aran Negara Repulik Indonesia Nomor 315

Peraturan p '
Pengaturan :;;e?f;ahb Nomor 22 Tahun 1982 tentang Ta
mbaran Negara Republik IndonesiavTahl.m

1982 Nom
Yomor 37
Indonesia Nomor3] 53])!‘fmbahan Lembaran Negara Repubhllk

Peratyrap

Pemer;

Lem €rintah N ;

baran N Nomor 23 Tahun 1982 tentang [rg¥
- 4(

an Lemp publik Indonesig Tahun 1982 Nomd X

aran N
egara :
Republik Indonesia Nomor 3223}

CamScanner



34

g Penyerahan

r 14 Tahun 1987 tentan
an Umum

h Nomo .
tahan di Bidang Pekerja

7. Peraturan Pemerinta
Pemerin

Sebagianan Urusan
kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerint tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3373);

28 Tahun 1980 tentang
Fungsi Lembaga Sosial Desa

arakat Desa;

9. Keputusan Presiden Nomor
Penyempurnaan dan Peningkatan
menjadi Lembaga Ketahanan Masy

k Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 .

10. Instruksi Prsiden Republi
(Pengaturan Air dan

tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi);

11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan

Perkumpulan Petani Pemakai Air;

Pekerjaan Umum Nomor : 42/PRT?1989
erahan Jaringan Irigasi Kecil berikut
kepada Perkumpulan Petani Pemakai

12. Peraturan Menteri
tentang Tata Laksana Peny

Wewenang Pengurusannya
Alr;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang

Juran Pelayanan Irigast;

omor 12 Tahun 1992 tentang

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri N
Pemakai Air;

Pembentukan Dan Pembinaan Pekumpulan Petani

15. Keputusan Menteri Dlam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pelaksaan Iuran Pelayanan Irigasi;

16. {)nsltn’lksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tantang
e aixsanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahu?i
1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi;
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7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingka; | i
g Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daeacs ¢
Tengah (Lembaran Dacrah Propinsi Daerah T
Tengah Tahun 1991 Nomor 10):

gah
.ngkat]?nl
Ing[(at l ]:‘.

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawg Toaut
. 411.6/97/1993 tentang Iuran Pelayanan Irigasi g; Pro[g

Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tngkat [ Jawa Ty
Nomor : 411.6/97/1993 tentang Petunjuk dzfn Pembiy,
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta di Pro;

Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

20. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nony
. 188.5/402/1994 tentang Petunjuk Penyusunan Peraturan D
Kabupaten / Kota Madya Daerah Tingkat II ter}tang Pedpm;
Pembentukan dan Pebinaan Perkumpulan Petani Pemakai Al
DHARMA TIRTA dan Penyusunan Anggaran Dasar.daj
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Petani Pemakai A
DHARMA TIRTA.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DaerahTiﬂgkaII
Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKA!

Il SUKOHARIO TENTANG pEMBENTUKAN DA

PEMBINAAN PERKUNp
DHARMA TIR ULAN PETANT PEMAKAI AF

TA KAB |
SUKOHARJO UPATEN DAERAH TINGKATI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daearah ini yang dimaksyq deno
gan :
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pPemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
sukoharjo z

Camat adalah Camat Kepala Wilayah di seluruh Kabupaten Daerah
Tingkat I Sukoharjo

Desa / Kelurahan adalah Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Lembaga Ketahanan Masydrakat Desa selanjutnya disingkat LKMD
adalah LKMD dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sukoharjo;

Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang
selanjutnya disingkat P3A DHARMA TIRTA adalah wadah
perkumpulan dari petani atau kelompok petani yang mengelola air
irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau Daerah Irigasi pada
jaringan irigasi pedesaan atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi
pompa atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi kecil di Kabupaten
Daerah Tingkat I Sukoharjo |

Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA adalah wadah koordinasi
dari dua P3A DHARMA TIRTA atau lebih dalam suatu Daerah Tata
Pengaturan Pengairan yang dibentuk atas kebutuhan dan kepentingan

Irigasi adalah Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang

Pertanian,

Daerah Irigasi adalah kesatuhan wilayah yang mendapat air dari satu
jaringan irigasi;

Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu
kesatuhan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dart
penyediaan, pengambilan,pembangian pemberian dan penggunaanya:
ngan irigast yang terdiri dari

Jaringan irigadsi utama adalah jari
sekunder  besera

saluran  -saluran  irigasi ~ primer dan
bangunan-bangunannya;

Jaringan Tersier adalah jeringan iriga
prasarana pelayanan air di dalam petak / blok tersier y
saluran pembawa yang disebut saluran Kwarter
pembuangannya berikut seluruh bangunan pelengkapnya;

si yang berfungsi sebagal
ang terdiri dari
dan saluran
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m. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan il ;
kurang dari 300 hekiar;

g,
n. Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi g, %,{
, beraS;l dari bawah tanah atau air permukaan Sump,

menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tepg an

d :

.. .. 8 p §

o. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah jaringan irigasi yang engg%
pendaygunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksangyg, (?lng%
petan dibawah pembinaan pemerintah DeSH/Kelwahan e eh h

tanpa bantuan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah; Sy,

p. Pengelolahan air Irigasi adal.ah segala usaha pendayagupg,, ;
Irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya;

q. Pengelolahan Jaringan Tersier adalah meliputi kegiatan Pemelifg,
perbaikan serta pengaturan air dijaringan tersier untuk kegiatay I,

tani;

r. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi Yo
menerima air dan suatu pintu sadap tersier yang bersangkutan ;

s. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak / bl
tersier vang mendapat pelayanan air irigasi dari saluran kwarter;
Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang diorganisasi
menurut - kesatuan hamparan usaha tani berdasarkan adany
kepentingan bersama dan keserasian untuk mencapai tujuan bersam
dalam upaya peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan:
i \Paﬂz*m(ﬁg; yang selanjutnya disingkat [PAIR adl
diberikan dibidang irigasi, T K A atas sa pelayanan ¥

dengan maksud “Umpu .
Jaﬁ;%n Figas Tt N hasj) gmp AN yang bersifar sosid
Tick: i alau jaringgp, [ Ppengelolaan air pads
HEa Pa atau Jaringan Irigas; IE . €desaan atau Jarip
kesejahteraan para anggotanva. e L Untuk mey 2
3 Yingkaran
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(3) P3A DHARMA TIRTA bertujuan mendayagunakan potensi jaringan
dan air irigasi yang tersedia didalam Petak/Blok Tersier atau daerah

Irigasi pada Jaringan irigasi pedesaan Pompa atau daerah irigasi pada
Jaringan Irigasi Kecil untuk kesejahteraan para anggotanya.:

BAB III
TUGAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Tugas P3A DHARMA TIRTA adalah sebagai berikut :
a. mengelola air dan jaringan irigasi di jaringan Tersier atau Jaringan
Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi
Kecil agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh
para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam
memnuhi kebutuhan air untuk pertanian dengan memperhatikan

~ unsur pemerataan diantara sesama anggota;
b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan Tersier atau

Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan: Irigasi Pompa atau
Jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan
kepada P3A DHARMA TIRTA sehingga jaringan irigasi tersebut
dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
Menetukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa
uang, hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan operasi
dan pemeliharan Jaringan Tersier atau Jringan Irigasi Pedesaan
atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil dan
usaha-usaha pengembangan  perkumpulan sebagai  suatu
organisasi;

d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memnuhi
semua peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan
P3A DHARMA TIRTA;

e. Menerima asset dari Pemerintah berupa jaringan Irigasi Pompa
atau Jaringan Irigasi Kecil dan untuk dikelola secara bertangung
jawab.

(2) Ruang Lingkup tugas P3A DHARMA TIRTA meliputi pengusahaan.
pengelolahan, penggunaan dan  pengamanan air  beserta
sumber-sumbernya dan Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi
Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigari Kecil yang
pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA.
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BAB IV
BATAS WILAYAH KERJA
Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA d;pat b

a. Petak /BIik Tersier;
b, Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pomp, |
. ya
pelayanannya dipersamakan dengan Petak /Blok tergje. 8 &
c. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan; ’
d Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil, Yang
pelayanannya dipersamakan dengan Petak/Blok Tersier, = ™
(2) Pada Daerah Irigasi tertentu dapat dibentuk P3A DHARMA Thy
dengan batas wilayah kerja sesuai dengan batas admisg,
Desa/Kelurahan. '

mp& s

BABV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal §

P3A DHARMA TIRTA dibentuk oleh dan untuk petani pemaki air pa
Petak/Blok tersier atau di daerah irigasi pada Jaringan Pedesaan
D'aera.h Irigasi pada Jaringan Pompa atau Daerah Irigasi pada Jaringd
Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada para pet
berdasrakan kepentingan bersama melalui musyawarah dan mufakat.

penggarap sawah, penggarap
mendapat air dari irigas}: bad
dan pemakai air irj
b. Mempunyau wila '
fem yah kerja b
a5 et f1a berupa hamparap lahan yang mendap!
C. !‘v!em[.)unyfu pot.ensi Jaringan irigasj .
irigasi kecil dan irigasi pompa TS trigasi pedesaal
(2) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA dengan .
‘ Memperhatjx
an :

an
gasi lainnya, Usaha yang mengusahakan lah®
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a. Tingkat kesiapan masyarakat tani;

b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga

kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang
bersangkutan.

Pasal 7

(1) Petani Pemakai air berdasarkan kepentingan bersama mengadakan
musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A DHARMA TIRTA
dan kepengurusannnya.

(2) Pengurus P3A DHARMA TIRTA mengadakan rapat anggota untuk
menyusun Anggaran Dasar dan Angagaran Rumah Tangga.

(3) pembentukan P3A DHARMA TIRTA ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan
Camat serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(4) Untuk memperoleh status Badan Hukum, P3A DHARMA TIRTA
sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini terlebih dahulu dibuat akte
pendiriannya dihadapan Notaris dan selanjutnya didaftarkan di
Kepaniteraannya Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan Organisasi P3A DHARMA TIRTA tediri dari :

Rapat Anggota;
Badan Pemeiksa;
Pemngurus;
Anggota.

(= RS

Bagian Ketiga
‘Rapat Anggota
Pasal 9

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A DHARMA
TIRTA.
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Pasal 10

Rapat Anggota P3A DHARMA TIRTA menetapkap, -

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangea:
Pembentukan dan Pembubaran Pengurus;
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Peﬂgurus;
Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pemeﬁksa;
Program Kerja;
Bagian Keempat
Badan Pemeriksa dan Pengurus
Pasal 11

° 0 o

(1) Badan Pemeriksa terdiri darj :

a. Ketua merangkap anggota ;
b. Anggota. '

(2) Badan Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oJeh R

apat Anggota
Pasal 12

da
lentan ) : g val . .
SekUral;é_;::lrl\amS eglz jfll asi| kEIJ pe
dilakukay o)y 1 (san, kal Keua den  Sam?
1 Pemeriyg, ek Ne-k ng l.ld;la (en Ssan Ketentuan
. Memm:m Pelunjuk kep (ti )o ) gn;g:g% jaﬂ
TIRTA t a =91a Badan
lmlnta r Pen
un Ildak gafllsas : gums P‘\A
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Pasal ini Badan
Pemeriksa bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

(1) Bagan Pengurus P3A DHARMA TIRTA sebagaimana tersebut dalam
Lampiran [ yang merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Pelaksana Teknis

Ketua-ketua Petak/Blok Kwarter

2) Susunan Pengurus P3A DHARMA TIRTA Jaringan Irigasi Pompa
selain seperti tersebut ayat (1) Pasal ini ditambah Ketua Unit Sumur
Pompa serta Operator Sumur Pompa. '

LEN TR

Bagian Kelima
Anggota
Pasal 15

Anggota P3A DHARMA TIRTA adalah semua petani, kelompok tani,
badan Usaha serta pemakai air lainnya yang mendapat nikmat dan
manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi pada Jaringan Tersier
atau jaringan Irigasi Pedesaan atau jaringan Irigasi Kecil atau Jaringan
Irigasi Pompa.

Pasal 16

(1) Anggota P3A DHARMA TIRTA dimaksud pasal 15 Peraturan
Daerah ini mempunyai kewajiban :

a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh
Rapat Anggotan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melestarikan jaringan irigasi;
C. Membayar iuran organisasi;
d. Membayar IPAIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada lokasi vang telah ditetapkan.
(2) Anggota P3A DHARMA TIRTA mempunyai hak :
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: layanan air irigasi segyq;
_ mendapatkan  pe | i
a pembagian air yang telah ditetapkan gay .
Mengeluarkan pendapat c.ialzfum Rapat Anggoty

Memilin dan dipilih menjadi Pengurus;

[en

- . .
4 Memilih dan dipilih menjadi Badan Pemerikgy,
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

%
Dalam melaksanakan tugasnya P3A DHARMA TIRT,

menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan, kemudahap dan k W
secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sepg: Sl
dengan instansi/ lembaga/organisasi lain, khususnya dengan L;{‘Nﬁgaup

:: r d L] . .
=X mengelola o vt ganusasi lainnya bers
:edl Pada petak/Blok Ters:
©Saan atau Daerah irigas

=40 Irigasi gan Irioac:
©Cahkan Masalah-masalah yar

mEm

RaDat }f b pasal in
*Ngurys p3A

-
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Pasal 20 § t

Hubungan P3A DHARMA TIRTA den

berikut : gan Kelompok tani diatur sebagai

a. Anggota Kelompok Tani merupakan Anggot
TIRTA: p ggota P3A DHARMA

b. pengurus kelompok Tani dapat menjadi Pengurus P3A
DHARMA
TIRTA. ) o

BAB VII :
FORUM KOORDINASI P3A DHARMA TIRTA
Pasal 21

(1) Dengan r.nemperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan irigasi
yang meliputi dua P3A DHARMA TIRTA atau lebih dapat dibentuk
- Forum Koordinsi P3A DHARMA TIRTA.

(2) Forum Koordinasi dimaksud ayat (1) Pasal ini menetapkan ketentuan
-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.

Pasal 22
Dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA bilamana :

a Dalam satu wilayah administrasi desa/ kelurahan terdapat lebih
dari satu P3A DHARMA TIRTA Petak / Blok Tersier;
b. Dalam satu Petak/Blok Tersier terdapat lebih dari satu P3A

DHARMA TIRTA Desa/ kelurahan;
c. Dalam satu Bagian saluran pada suatu darach irigasi terdapat
beberapa P3A DHARMA TIRTA; ]
d. Dalam suatu bagian Tata Pengairan terdapat beberapa P3

DHARMA TIRTA.
Pasal 23

(1) Bagan Susunan Organisasi Forum Koordinasi P3A DHARMQ
TIRTA sebagaimana tersebut Lampiran I y.ang .merupakan bagian t
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dart :

a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
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d. Petugas Pembagi Alf;

goola. JIR
2) lietﬁancgom Roordinas, £ DHARMA, Trg

G-yt Lo
vang terdiri dar1 waki 0

mﬁol;mmﬁﬁ'{]‘éx yang selanjutnya dapat p

D .

Pengurus Forum.

ng Peng poleh

8oy,
Pasal 24

(1) Unsur LKMD vang ber.sangkutan harus (';-l[l:—?-;ng untuk by di-'dalam
Rapat Forum Koordinasi P3A DHARMA .

(2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat. (1) huruf p
Peraturan Daerah ini diundang untuk hadir dalam Rapa

Koordinasi P3A DHARMA TIRTA sel?
sumber.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 25

Pagy] |

t Fonyy,
gai penasehat dan gy,

(1) Pembinaan terhadap P3A DHARMA TIRTA di]
a. Tim Pembing TingkatKaty,

b. Tim Pembina Tingkat Kee

akukan oleh -

paten Daergh Tingkat [r:
amatan;

diatur lebih Japjy; o)  Kenoy 202 dimaksug gygr ( 1) pasal ini

i )’arﬁ dilaksanakan di tingkaf

be ¥ abupate, Daer 3 dz‘m esa/Kelurahan d |

"pedoman pag, Peraturan pepy o dangoy Tingkar [ Sukoharjo
Pasal 2¢ gan yang ber]aky.

5
Peraturan aerah ini
a. Pada Tahapap sebelum Peémbenp,)
antara |ajp, - N P34 D
I Invemanml Jaringan inga51, HARMA bty
2 Inventarisag; Jumlah petap; O€Mmakaj 5;,

CamScanner



46

3. Identifikasi lembaga kepengurusan yang ada;
4. Identifikasi batas-batas petak tersier;
5. Penyuluhan dan lain-lain sebagainya.

b. Pada Tahapan pengembangan P3A DHARMA TIRTA yaitu :
Peningkatan dan Pengembangan P3A DHARMA TIRTA melalui
kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan
organisasi dan mengerakkan partisipasi masyarakat.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 27

(1) Biaya urituk kegiatan P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada juran
anggota, sumbangan atau bantuan yang. tidak mengikat dan
usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

(2) Perincian biaya sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam
rapat anggota. ]

Pasal 28

(1) Biaya untuk kegiatan Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA
yang bergavbung dalam Forum Koordinasi yang bersangkutan.

(2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan
dalam Rapat Forum Koordinasi.

Pasal 29

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A
DHARMA TIRTA dibebankan melaluhi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan bantuan lain
yang sah dan atau tidak mengikat.

BAB X
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan dan pembiaan P3A
DHARMATIRTA dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
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Pasal 31
valuasi terhadap perkembangan p; A
pemantahuan dan € : ina d ik p iy
TIRTA dilakukan oleh TimPembina dengan petunjuk Bupa K}:jpﬂ
Daerah. &‘
BAB XI
PEMBUBARAN
' Pasal 32

(1) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA hanya dapat dilakukap
lahan pertanian ~ didaerah kerjanya beralih fungsi menj,
pertanian atau sumber airnya tidak berfungsi lagi.

(2) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA bagi P3A DHARMA TR
yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah d

telah atau belum memperoleh status Badan Hukum harus dil
kepada Bupati Kepala Daerah oleh Camat yang bersangkutan

apah
dl [[Q

an ya
aporke

B
KETENTUAN PE
Pasa] 33
(1) P3A DHA
: TIRTA
Bupati Kepal, D Yang sudyp dib
Peraturan D, Srab ii?rah secarg bert ah‘agnhmk berdasarkan Keputus?

(2) Ketentuan -ketentyap, WUS disesuajkan deng¥
sudah ada dan pepqey, & Mengany, P3

g ’ e”enlangan d AD |
tida berlaky, €hgan Perap, HDA:{W TIRTA yar
“rar inj dinyatak®
yat
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diartur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO
KETUA

ttd ud
SOEBENI Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 5 Juni 1996 No. 188.3/153/1996
An: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
kepala Biro Hukum

ttd
SUTJI ASTOTO, SH

Pembina
NIP. 010 088 157
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